BABII

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Review Penelitian

Memperhatikan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan
terkait humas pemerintah, dan dapat dipahami bahwa telah cukup banyak penelitian
yang menelaah bidang humas pemerintah, namun hingga saat ini, umumnya
penelitian tentang humas pemerintah memiliki fokus pada peran konvensional dari
humas pemerintah, yaitu perannya dalam menyampaikan informasi tentang
program pembangunan pemerintah, juga tentang kerjasamanya dengan berbagai
institusi/media dalam upaya sosialisasi program pembangunan dan keberhasilan
pemerintah.

Skripsi tahun 2012 dengan judul “Peran Humas Pemerintah Dalam
Media Internal (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Buletin Jogjawara Pemerintah
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, disusun oleh Isti Puput Susanti,
seorang mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas [lmu Sosial dan
Humaniora Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Skripsi ini menguraikan tentang pentingnya peran humas pemerintah
dalam mengembangkan media internal pemerintah, buletin Jogjawara. Selanjutnya
dapat disimpulkan bahwa peran humas pemerintah tersebut adalah terkait peran
sebagai penasihat ahli, fasilitator komunikasi, fasilitator penyelesaian masalah, dan

teknisi komunikasi.
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Kritik terhadap skripsi ini adalah indikator peran yang hanya bertumpu
pada tugas dan fungsi, namun belum memperhatikan format struktur kelembagaan
terkait kepemimpinan, fasilitas pendukung pelaksanaan pekerjaan, serta alokasi
anggaran, kemudian juga mengenai profesionalisme sumber daya manusia yang
mengelola humas pemerintah, dan yang terakhir mengenai prosedur kerja tetap
yang menjadi dasar optimalisasi tugas dan fungsi humas pemerintah.

Skripsi berikutnya adalah yang disusun pada tahun 2010 oleh Reynaldi
Maulana, seorang mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi dengan Konsentrasi
Ilmu Humas pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, dengan judul “Strategi Media Relations Humas
Pemerintah Provinsi Banten”.

Skripsi ini membahas terkait upaya Humas Pemerintah Provinsi Banten
dalam melakukan strategi Media Relations melalui upaya menjalin relasi,
mengembangkan strategi, dan mengembangkan jaringan. Selanjutnya hasil
penelitian menunjukkan kegiatan yang dilaksanakan dalm upaya mengelola relasi
dengan media massa dengan cara memberikan informasi, memberikan fasilitas
press room, membangun hubungan informal dengan wartawan, serta membuat
buku saku tentang humas pemerintah di lingkungan Pemprov Banten.

Kritik yang sama dapat dilontarkan terkait skripsi ini karena belum
membahas secara detail terkait kelembagaan dan anggaran, sumber daya manusia,
dan prosedur kerja tetap, karena hanya melalui terpenuhinya ketiga faktor ini, maka

tugas dan fungsi humas pemerintah dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien.



2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1. Institusi/Instansi Pemerintah

Ig. Wursanto dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu

menyatakan:

Pranata atau institusi adalah norma atau aturan mengenai
suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Norma/aturan
dalam pranata berbentuk tertulis (undang-undang dasar,
undang-undang yang berlaku, sanksi sesuai hukum resmi
yang berlaku) dan tidak tertulis (hukum adat, kebiasaan
yang berlaku, sanksinya ialah sanksi sosial/moral (misalkan
dikucilkan)). Pranata bersifat mengikat dan relatif lama
serta memiliki ciri-ciri tertentu yaitu simbol, nilai, aturan
main, tujuan, kelengkapan, dan umur.

Institusi dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

A.

Institusi formal adalah suatu institusi yang dibentuk

oleh pemerintah atau oleh swasta yang mendapat

pengukuhan secara resmi serta mempunyai aturan-
aturan tertulis/ resmi. Institusi formal dibedakan
menjadi 2 jenis, yaitu:

Institusi pemerintah adalah lembaga yang dibentuk

oleh pemerintah berdasarkan suatu kebutuhan yang

karena tugasnya berdasarkan pada suatu peraturan
perundang-undangan melakukan kegiatan untuk
meningkatkan pelayanan masyarakat dan
meningkatkan  taraf  kehidupan  kebahagiaan
kesejahteraan masyarakat. Institusi Pemerintah atau

Lembaga Pemerintah dibedakan menjadi dua macam,

yaitu:

a. Lembaga pemerintah yang dipimpin oleh seorang
Menteri.

b. Lembaga pemerintah yang tidak dipimpin oleh
seorang Menteri, dan bertanggung jawab langsung
kepada Presiden (disebut sebagai Lembaga
Pemerintah Non-Departemen). Contoh: Lembaga
Administrasi Negara dan Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.

Institusi swasta adalah institusi yang dibentuk oleh

swasta (organisasi swasta) karena adanya motivasi

atau dorongan tertentu yang didasarkan atas suatu
peraturan perundang-undangan tanpa adanya
paksaan dari pihak manapun.

Institusi non-formal adalah suatu institusi yang
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tumbuh di masyarakat karena masyarakat
membutuhkannya sebagai wadah untuk menampung
aspirasi mereka.

Institusi atau instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi
satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non
Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah
lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan
Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Daerah, Institusi atau
instansi pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang
menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi
Kementrian Koordinator/Kementrian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah
Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemko, Pemkab serta lembaga-lembaga
pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Provinsi atau Kabupaten/Kota.

2.2.2. Hubungan Masyarakat Pemerintah

Hubungan masyarakat, atau sering disingkat humas adalah praktik
mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat.
Humas dapat mencakup sebuah organisasi atau individu yang mendapatkan
eksposur ke khalayak mereka menggunakan topik kepentingan publik dan berita
yang tidak memerlukan pembayaran langsung. Tujuan dari hubungan masyarakat

oleh perusahaan sering untuk membujuk masyarakat, investor, mitra, karyawan,
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dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempertahankan sudut pandang tertentu
tentang hal itu, kepemimpinannya, produk, atau keputusan politik. Kegiatan umum
termasuk berbicara di konferensi, memenangkan penghargaan industri, bekerja
sama dengan pers, dan komunikasi karyawan.

Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk
memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan
membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat
mengerti dan menerima sebuah situasi.

Kebanyakan buku teks mempertimbangkan pembentukan Biro
Publisitas pada tahun 1900 menjadi pendirian profesi humas. Namun akademisi
telah menemukan bentuk awal pengaruh publik dan manajemen komunikasi dalam
peradaban kuno, selama menetap di Dunia Baru dan selama gerakan untuk
menghapuskan perbudakan di Inggris. Basil Clark dianggap sebagai pendiri humas
di Inggris untuk pendirian Jasa Editorial pada tahun 1924, meskipun akademik Noel
Turnball percaya PR didirikan di Inggris pertama oleh evangelis dan reformis
Victoria.

Propaganda yang digunakan oleh Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan
lain-lain untuk menggalang dukungan domestik dan mengutuk musuh selama
Perang Dunia, yang menyebabkan upaya publisitas komersial yang lebih canggih
seperti bibit public relations yang memasuki sektor swasta. Kebanyakan sejarawan
percaya hubungan masyarakat menjadi mapan pertama di Amerika Serikat oleh Ivy
Lee atau Edward Bernays, kemudian menyebar secara internasional. Konsep dasar

Humas yang diperkenalkan pada tahun 1906 oleh Ivy Lee saat ia berhasil
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menjembatani konflik buruh batubara dan pengusaha. Konsep ini lalu dikenal
sebagai Declaration of Principle (Deklarasi Asas-Asas Dasar) yaitu prinsip yang
terbuka dan tidak menyembunyikan data dan fakta. Banyak perusahaan Amerika
dengan PR di departemen menyebarkan praktik ini ke Eropa ketika mereka
menciptakan anak perusahaan Eropa sebagai akibat dari Rencana Marshall. Humas
di Indonesia dikenal pada tahun 1950an di mana humas bertugas untuk menjelaskan
peran dan fungsi-fungsi setiap kementrian, jawatan, lembaga, badan, dan lain
sebagainya.

Hubungan masyarakat pemerintah atau humas pemerintah adalah
lembaga humas dan/atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi
manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan
efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui
berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang
positif instansi pemerintah. Dalam sebuah organisasi pemerintahan (daerah), humas
sering diposisikan sebagai corong atau suara dari pimpinan Pemerintah Daerah
dalam hubungannya dengan publik, sehingga menjadi posisi yang terhormat, tinggi,
strategis, dan sekali melekat kemampuan dan tanggung jawab.

Humas sebagai profesi, tentunya menjadi seni tersendiri yang dapat
digunakan secara praktis. Pada akhirnya humas praktis ini melahirkan profesi
humas seperti halnya profesi pengacara, kedokteran, akuntan publik, insinyur dan
lain sebagainya.

Mengenai jenis hubungan masyarakat pemerintah, Sam Black dalam

bukunya, Practical Public Relations, membagi humas menjadi humas
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pemerintahan pusat dan humas pemerintahan daerah.

Terkait tugasnya, humas pemerintah pusat dapat dijelaskan bahwa
humas pada departemen-departemen mempunyai dua tugas: pertama, menyebarkan
informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, perencanaan, dan hasil yang telah
dicapai dan yang kedua menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-
undangan, peraturan-peraturan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan
rakyat sehari-hari. Humas pemerintahan daerah pada hakikatnya sama saja dengan
humas pemerintahan pusat dalam hal pengorganisasian, namun bedanya hanya pada
ruang lingkup kerja saja. Di dunia pemerintahan, humas bertugas menjalankan
kegiatan kebijakan publik dan pelayanan publik. Salah satu kegiatan humas
pemerintah dalam bidang kebijakan publik adalah membrikan berbagai informasi
tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat.”) Humas
pemerintah juga harus memberikan pelayanan terbaik, dengan birokrasi yang tidak
berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga
dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik.

Ruang lingkup Humas Pemerintah dilakukan, baik ke dalam maupun
keluar. Kegiatan humas pemerintah yang bersifat ke dalam, berupa mengadakan
analisis terhadap kebijakan partai politik yang sudah dan sedang berjalan dan
mengadakan perbaikan sebagai kelanjutan dari analisis yang dilakukan terhadap
kebijakan publik, baik yang sedang berjalan maupun terhadap perencanaan
kebijakan publik yang baru. Sedangkan kegiatan humas pemerintah yang bersifat
ke luar berupa memberikan atau menyebarkan pernyataan-pernyataan secara jujur

dan objektif kepada publik, dengan dasar mengutamakan kepentingan publik.
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Salah satu hal yang dilakukan humas pemerintah adalah propaganda.
Penggunaan propaganda politik secara intensif dalam kegiatan politik dilakukan
Adolf Hitler dalam Perang Dunia II, dengan melakukan kebohongan dalam
menyebarkan ideologi Nazi (fasisme). Istilah propaganda mendapat reaksi negatif
dari negara-negara demokrasi karena dengan propaganda, Nazi memakan banyak
korban jiwa. Semua negara demokrasi dipelopori oleh Amerika Serikat, Inggris,
dan Belanda, melawan fasisme Jerman dan Jepang.

Unsur perencanaan humas di dunia pemerintahan, antara lain: situasi,
tujuan, publik, strategi, taktik, jadwal kegiatan, anggaran, dan evaluasi. Pertama,
situasi yang sering dilihat untuk melakukan program humas pemerintah terdiri dari
tiga bentuk, yakni: organisasi harus melakukan remedial untuk mengatasi masalah
atau situasi yang secara kurang baik memengaruhi organisasi, organisasi
memerlukan suatu proyek kegiatan tertentu dalam suatu waktu, organisasi
berkehendak memperkuat upaya yang sudah berjalan untuk mempertahankan
reputasi dan dukungan publik. Kedua, tujuan. Sebagai langkah selanjutnya adalah
menetapkaan tujuan program yang dinilai sesuai kenyataan, dapat dipahami dan
dapat diukur. Ketiga adalah publik yang jelas dan spesifik batasannya. Dengan kata
lain, publik dari humas dalam pemerintahan adalah publik jelas usia, penghasilan,
strata sosial, pendidikan dan lain-lain. Keempat, sebuah strategi yang adapat
menggambarkan bagaimana sebuah konsep tujuan yang ingin dicapai, memberikan
panduan dan tema-tema untuk semua program. Kelima, taktik yaitu melibatkan
penggunaaan instrumen atau alat komunikasi untuk mencapai khalayak utama dan

sekunder dengan pesan-pesan kunci. Keenam, jadwal kegiatan yang menyangkut
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tiga aspek waktu dalam perencanaan program yaitu keputusan kapan kampanye
dilakukan, penentuan kepastian rangkaian kegiatan serta penyusunan langkah-
langkah yang harus dilengkapi. Ketujuh, anggaran atau biaya yang diperlukan
dalam pelaksanaan program. Kedelapan, evaluasi yaitu elemen perencanaan yang
berkaitan langsung terhadap tujuan yang telah ditetapkan untuk sebuah program.
Kriteria evaluasi harus realistis, dapat dipercaya, spesifik dan sejalan dengan
harapan atasan.

Humas pemerintah di Indonesia memiliki kode etik yang harus
ditegakkan mengacu kepada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 371/Kep/M.Kominfo/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintahan.

Humas pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan
program dan kinerja pemerintah. Selain itu, humas sebagai corong atau sumber
informasi, dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan
zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi
dan komunikasi.

Humas pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan
pengelolaan informasi di setiap instansinya, serta mampu mendorong partisipasi
masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat
dinikmati oleh publik.

Untuk meningkatkan kemampuan, perangkat humas harus menguasai
teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial sehingga
dapat mengetahui kebutuhan publik. Lebih penting lagi, humas harus menjalin

sinergi dan akrab dengan wartawan, agar dapat mengontrol informasi yang
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disampaikan kepada publik.

Menurut definisi dari Scott M. Cutlip dan Allen H. Center, humas
merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi
kebijakan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta
merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh
pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada acara Forum
Tematik Kehumasan yang bertema ““ Penguatan Kelembagaan Humas Pemerintah
Pusat dan Daerah Untuk Mendukung Fungsi Government Public Relation “ (GPR),
pada 5 Maret 2015, di Aula Sekretariat Negara, mengingatkan kalangan humas
harus mengubah pola pendekatan kepada masyarakat, yakni dari cara kuno ke
modern yang lebih partisifatif. Selain itu, humas harus mengajak masyarakat
menjadi bagian dari proses sehingga ada jalinan emosional dengan humas,
dan masyarakat pun akan merasa memiliki tanggungjawab dan melakukan sharing
kepedulian yang lebih banyak lagi.

Pengamat dan Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun
Heryanto juga mengatakan, salah satu program “Nawacita” Jokowi — JK terkait
bidang komunikasi dan informasi adalah membangun tata kelola pemerintahan
yang efektif dan terpercaya. “Artinya, humas pemerintah dituntut meningkatkan
pengelolaan dan pelayanan informasi serta mempermudah akses informasi tersebut
bagi masyarakat,”.

Jadi pada prinsipnya, pada era keterbukaan informasi publik, posisi

pranata humas harus berperan penting dalam menjaga citra positif lembaga
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pemerintahan, agar sembilan program pemerintah Jokwi dan JK yang biasa disebut
program “Nawa Cita” dapat dilaksanakan dengan penuh semangat kerja. Program
ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang
berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian
dalam kebudayaan.

Seiring semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi yang
beredar di tengah masyarakat sebagai akibat dari tuntutan zaman, humas harus
mampu menggunakan perangkat teknologi tersebut, guna mendistribusikan
inforrmasi kepada publik secara cepat, tepat dan efektif.

Para praktisi humas mengungkapkan bahwa dunia public
relation sedang memasuki masa kebangkitan dengan keberadaan teknologi
informasi dan komunikasi. Keberadaannya membuat para praktisi humas mampu
mencapai sasarannya kepada publik secara langsung tanpa intervensi pihak-pihak
yang dapat menghambat kegiatan komunikasinya.

Teknologi informasi dibutuhkan keberadaanya sebagai alat penunjang
dan media. Dalam melaksanakan relasi/hubungan yang baik, penggunaan
teknologi informasi dapat memberikan ruang bagi praktisi humas dalam
merealisasikan tujuan yang ingin dicapai. Contoh dari teknologi informasi yang
digunakan dalam praktek public relation adalah komputer dan internet. Para
praktisi humas dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan publik yang
perlu mereka ketahui dan gunakan dalam relasinya.

Selain itu, teknologi komunikasi yang dapat digunakan dalam public relation

adalah internet dan telepon. Internet bukan hanya sarana untuk mencari informasi,
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melainkan sarana yang baik untuk berkomunikasi. Misal, dengan e-mail, media
social, website, semua kegiatan komunikasi dan hubungan dapat berjalan dengan
lancar. Jadi dengan teknologi komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan dan
menerima pesan, jauh lebih mudah dan efektif.

Humas pemerintah harus mampu bersinergi/bermitra dengan
wartawan (Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial), serta lembaga pers
lainnya dalam membantu pemerintah untuk menyebarluaskan informasi program
pembangunan kepada masyarakat.

Pada prinsipnya bahwa sinergitas atau hubungan kemitraan antara
Humas dan Wartawan dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat diwujudkan
secara optimal, maka ada beberapa hal yang sangat penting dilaksanakan oleh setiap
pejabat atau pranata humas, di antaranya: 1. Hubungan Humas dengan Wartawan
bersifat profesional; 2. Humas harus mengetahui seluk beluk wartawan, termasuk
irama kerjanya wartawan serta fungsi media massa; dan 3. Humas harus memiliki
kemampuan praktik jurnalisme seperti meliput wawancara, memotret, menulis
berita langsung, berita khas (feature news) dan artikel.

Selain itu, humas harus mampu mengenali wartawan dan redaktur
secara personal. Serta humas jangan bersifat diskriminatif terhadap
wartawan/media massa, namun harus memperlakukan secara adil terhadap

wartawan.

2.2.3. Informasi

Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan
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yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari
pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini
dapat dicatat sebagai tanda-tanda, atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang.
Informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis.
Para konsep memiliki banyak arti lain dalam konteks yang berbeda. Informasi bisa
di katakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman,
atau instruksi. Namun, istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada konteksnya,
dan secara umum berhubungan erat dengan konsep seperti arti, pengetahuan,
negentropy, Persepsi, Stimulus, komunikasi, kebenaran, representasi, dan
rangsangan mental.

Dalam beberapa hal pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa tertentu
atau situasi yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi,
pengumpulan intelijen, ataupun didapatkan dari berita juga dinamakan informasi.
Informasi yang berupa koleksi data dan fakta seringkali dinamakan informasi
statistik. Dalam bidang ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan,
diproses, atau ditransmisikan. Penelitian ini memfokuskan pada definisi informasi
sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau
instruksi dan alirannya.

Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Sebagai
contoh, dokumen berbentuk spreadsheet (misal dari Microsoft Excel) seringkali
digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Laporan laba

rugi dan neraca merupakan bentuk informasi, sementara angka-angka di dalamnya
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merupakan data yang telah diberi konteks sehingga menjadi punya makna dan
manfaat.

Secara etimologi, kata “informasi” berasal dari kata Perancis kuno
informacion (tahun 1387) yang diambil dari bahasa Latin informationem yang
berarti “garis besar, konsep, ide”. Informasi merupakan kata benda dari informare
yang berarti aktivitas dalam “pengetahuan yang dikomunikasikan”.

Informasi merupakan fungsi penting untuk membantu mengurangi rasa
cemas seseorang. Menurut Notoatmodjo (2008) bahwa semakin banyak informasi
dapat memengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang dan dengan
pengetahuan menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku
sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.

Banyak orang menggunakan istilah "era informasi", "masyarakat
informasi," dan teknologi informasi, dalam bidang ilmu informasi dan ilmu
komputer yang sering disorot, namun kata "informasi" sering dipakai tanpa
pertimbangan yang cermat mengenai berbagai arti yang dimilikinya.

Seringkali informasi dipandang sebagai jenis input ke sebuah
organisme atau sistem. Beberapa masukan penting untuk fungsi organisme
(misalnya, makanan) atau sistem (energi) dengan sendirinya. Dalam bukunya
Sensory Ecology, Dusenbery menyebutkan itu kausal input. Input lainnya
(informasi) yang penting hanya karena mereka berhubungan dengan kausal input
dan dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya masukan kausal di lain waktu
(atau mungkin tempat lain).

Beberapa informasi adalah penting karena asosiasi dengan informasi
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lain harus ada koneksi ke kausal input. Dalam praktiknya, informasi biasanya
dilakukan oleh rangsangan yang lemah yang harus dideteksi oleh sistem sensorik
yang khusus dan diperkuat oleh input energi sebelum mereka dapat berfungsi untuk
organisme atau sistem. Misalnya, cahaya sering merupakan masukan kausal ke
tanaman, tetapi memberikan informasi kepada hewan. Berwarna terang tercermin
dari bunga terlalu lemah untuk melakukan banyak pekerjaan fotosintesis, tetapi
sistem visual dari lebah mendeteksi dan sistem saraf lebah menggunakan informasi
untuk memandu lebah kepada bunga, di mana lebah untuk menemukan rectar atau
pollen, yang merupakan masukan kausal, melayani fungsi nutrisi.

Ilmu Kognitif dan terapkan matematika Ronaldo Vigo berpendapat
bahwa informasi adalah sebuah konsep relatif yang melibatkan setidaknya dua
entitas yang terkait dalam rangka masuk akal. Ini adalah: setiap kategori
didefinisikan dimensi-objek S, dan setiap tindakan R. R, pada dasarnya, adalah
representasi dari S, atau, dengan kata lain, membawa atau menyampaikan
representasional (dan karenanya, konseptual) informasi tentang S. Vigo kemudian
mendefinisikan jumlah informasi yang disampaikan R tentang S sebagai tingkat
perubahan dalam kompleksitas dari S setiap kali objek dalam R dihapus dari S.
bawah "informasi Vigo", pola, invarian, kompleksitas, representasi, dan lima-
informasi dasar ilmu universal yang bersatu di bawah kerangka matematis baru.*
dengan kata lain, kerangka kerja ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan
informasi Shannon-Weaver ketika mencoba untuk mengkarakterisasi dan

mengukur subjektif informasi.
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2.2.4. Pembangunan Daerah

Menurut Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, MSi., konsepsi
pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubung-kan dengan aspek-aspek spasial.
Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak
hal membuktikan keberhasilan. Hal ini antara lain dapat dilukiskan di negara-
negara Singapura, Hongkong, Australia, dan negara--negara maju lain. Kebijakan
ekonomi di negara-negara tersebut umumnya dirumuskan secara konsepsional
dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial lingkungan serta didukung
mekanisme politik yang bertanggung jawab, sehingga setiap kebijakan ekonomi
dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah
perencanaan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut
dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial (social capital)
juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek
lingkungan, aspek fungsi kelestarian natural capital juga sangat diperhatikan demi
kepentingan umat manusia. Dari semua itu, yang terpenting pengambilan keputusan
juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan
(moral hazard) yang dipenuhi kepentingan tertentu (vested interest) dari
keuntungan semata (rent seeking). Demikianlah, hasil--hasil pembangunan dapat
dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas ruang
(inter-region) dan waktu (inter-generation). Implikasinya kajian aspek spasial
menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan di atas
(Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).

Namun demikian, konsepsi pembangunan yang dikemukakan di atas
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sejalan dengan kajian terhadapnya maupun implementasi diberbagai negara dan
wilayah lain, dikemukakan berbagai kelemahan. Kelemahan tersebut muncul
seiring ditemukannya fenomena yang khas, antara lain kesenjangan, kemiskinan,
pengelolaan public good yang tidak tepat, lemahnya mekanisme kelembagaan dan
sistem politik yang kurang berkeadilan. kelemahan-kelemahan itulah yang menjadi
penyebab hambatan terhadap gerakan maupun aliran penduduk, barang dan jasa,
prestasi, dan keuntungan (benefit) dan kerugian (cost) di dalamnya. Seluruh
sumberdaya ekonomi dan non-ekonomi menjadi terdistorsi alirannya sehingga
divergence menjadi makin parah. Akibatnya, hasil pembangunan menjadi mudah
diketemukan antar wilayah, sektor, kelompok masyarakat, maupun pelaku
ekonomi. implisit, juga terjadi dichotomy antar waktu dicerminkan oleh
ketidakpercayaan terhadap sumberdaya saat ini karena penuh dengan berbagai
resiko (high inter temporal opportunity cost). Keadaan ini bukan saja jauh dari
nilai-nilai moral tapi juga cerminan dari kehancuran (in sustainability). Tkut main
di dalam permasalahan di atas adalah mekanisme pasar yang beroperasi tanpa batas.
Perilaku ini tidak mampu dihambat karena beroperasi sangat massif, terus-menerus,
dan dapat diterima oleh logika ekonomi disamping didukung oleh kebanyakan
kebijakan ekonomi secara sistematis.

Kecendrungan globalisasi dan regionalisasi membawa sekaligus
tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan di Indonesia. Dalam era
seperti ini, kondisi persaingan antar pelaku ekonomi (badan usaha dan/atau negara)
akan semakin tajam. Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ini, tiap pelaku

ekonomi (tanpa kecuali) dituntut menerapkan dan mengimplementasikan secara
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efisien dan efektif strategi bersaing yang tepat (Kuncoro, 2004). Dalam konteksi
inilah diperlukan “strategi berperang” modern untuk memenangkan persaingan
dalam lingkungan hiperkompetitif diperlukan tiga hal (D’Aveni, 1995). Pertama,
visi terhadap perubahan dan gangguan. Kedua, kapabilitas, dengan
mempertahankan dan mengembangkan kapasitas yang fleksibel dan cepat
merespon setiap perubahan. Ketiga, taktik yang mempengaruhi arah dan gerakan
pesaing.

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua
paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994,
Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori
makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro
tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma
ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development)
ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory)
sesuai dengan klassifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya
ke dalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan,
dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul
berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik
untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat
mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang
pembangunan telah ber-kembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik

(Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow,
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strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pen-dahuluan
pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelan-jutan. Namun, ada tema-tema
pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat
diartikan sebagai ‘suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang
lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk me-menuhi dan
mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri,
2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu
kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah
terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa
pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek
kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan
hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil.
Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan
harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan
etika umat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi
yang bermacam-macam seperti halnya peren-canaan. Istilah pembangunan bisa saja
diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan
daerah lainnya, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu
kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan
(Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai

“Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana
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dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan
Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu
sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang
dilakukan secara terencana”.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya
pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan,
pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan
dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan,
di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara
kese-luruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut
mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai
latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang
berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan
perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup
seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan,
pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes
(1976) mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan
budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk
memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat

pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja
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melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam
struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan
produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap
pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan
menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi
dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian
kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-
ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih,fasilitas rekreasi,
dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi
budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan
nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut
masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme.
Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan
tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek
kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada
level makro (nasional) dan mikro (community/group). Makna penting dari
pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan
diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para para ahli di atas, pembangunan
adalah sumua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar
dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi

secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy
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Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat
yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi
hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke
seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu,
modernisasi diartikan sebagai proses trasformasi dan perubahan dalam masyarakat
yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan
sebagainya.

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses
perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan
menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses
perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya
ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang
tradisional.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk
ilmu-ilmu sosial, para Ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk
menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana
pembangunan sering diartikan seba-gai suatu upaya untuk melakukan perubahan
menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah
peningkat-an dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan
bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya
hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak

asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus
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memisahkan secara tegas batasannya, Siagian (1983) dalam bukunya Administrasi
Pembangunan mengemukakan, “Pembangunan sebagai suatu perubahan,
mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang
lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu
pertumbuhan menunjukkan kemam-puan suatu kelompok untuk terus
berkembang, baik secara kuali-tatif maupun kuantitatif dan merupakan
sesuatu yang mutlak ha-rus terjadi dalam pembangunan.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan
tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat
menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat
adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa
pengembangan/perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari
aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan
kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
Pembangunan daerah juga merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai
pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya
pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan
keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya, sehingga
peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat

ditangkap secara berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara:
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a. Secara kontinu menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah.
b. Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.
c. Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi).
d. Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tesedia.
Sementara itu, tujuan pembangunan daerah adalah untuk:
a. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antara daerah dan sub
daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
b. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan
c. Menciptakan lapangan kerja.
d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
e. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat

bagi generasi sekarang dan generasi selanjutnya.

2.3. Kerangka Teoretis
2.3.1. Studi Kasus

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan
pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif (descriptive reasearch), biasa disebut
juga penelitian taksonomik (faksonomic research) dimaksudkan untuk eksplorasi
dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan
mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang
diteliti.

Dalam sebuah penelitian untuk mengetahui langkah apa yang akan

dilakukan selanjutnya oleh seorang peneliti untuk menuntaskan penelitiannya,
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maka seorang peniliti harus tau menggunakan pendekatan apa yang sesuai dengan

jenis penelitiannya tersebut. Studi kasus adalah merupakan salah satu strategi dalam

sebuah penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell:
Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya
peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa,
aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi
oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi
secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur
pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Studi kasus adalah merupakan salah satu jenis strategi dalam penelitian
kualitatif. Donald Ary mengatakan dalam bukunya “Introduction to Research in
Education Eight Edition” bahwa a case study is a qualitative examination of single
individual, group, event, or institution.

Lisa M. Given dalam bukunya “The Sage Encyclopedia of Qualitative
Research Methods* mengungkapkan bahwa “A case study is a research approach
in which one or a few instances of a phenomenon are studied in depth.” Penelitian
kasus atau studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci
dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.Ditinjau dari
wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat
sempit.Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam. Studi
kasus pada intinya adalah meneliti kehidupan satu atau beberapa komunitas,
organisasi atau perorangan yang dijadikan unit analisis, dengan menggunakan

pendekatan kualitatif.
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Jenis studi kasus dapat diuraikan sebagai berikut:
Studi kasus kesejarahan mengenai organisasi, dipusatkan pada perhatian
organisasi tertentu dan dalam kurun waktu tertentu, dengan rnenelusuni
perkembangan organisasinya. Studi ini sering kurang memungkinkan untuk
diselenggarakan, karena sumbernya kurang mencukupi untuk dikerjakan secara
minimal.
Studi kasus observasi, mengutamakan teknik pengumpulan datanya melalui
observasi peran-serta atau pelibatan (participant observation), sedangkan fokus
studinya pada suatu organisasi tertentu. Bagian-bagian organisasi yang menjadi
fokus studinya antara lain: (a) suatu tempat tertentu di dalam sekolah; (b) satu
kelompok siswa; (c) kegiatan sekolah.
Studi kasus sejarah hidup, yang mencoba mewawancarai satu orang dengan
maksud mengumpulkan narasi orang pertama dengan kepemilikan sejarah yang
khas. Wawancara sejarah hidup biasanya mengungkap konsep Kkarier,
pengabdian hidup seseorang, dan lahir hingga sekarang, masa remaja, sekolah,
topik persahabatan dan topik tertentu lainnya.
Studi kasus kemasyarakatan, merupakan studi tentang kasus kemasyarakatan
(community study) yang dipusatkan pada suatu lingkungan tetangga atau
masyarakat sekitar (kornunitas), bukannya pada satu organisasi tertentu
bagaimana studi kasus organisasi dan studi kasus observasi.
Studi kasus analisis situasi, jenis studi kasus ini mencoba menganalisis situasi
terhadap peristiwa atau kejadian tertentu. Misalnya terjadinya pengeluaran

siswa paa sekolah tertentu, maka haruslah dipelajari dari sudut pandang semua
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pihak yang terkait, mulai dari siswa itu sendiri, teman-temannya, orang tuanya,
kepala sekolah, guru dan mungkin tokoh kunci lainnya.

. Mikroethnografi, merupakan jenis studi kasus yang dilakukan pada unit
organisasi yang sangat kecil, seperti suatu bagian sebuah ruang kelas atau suatu
kegiatan organisasi yang sangat spesifik pada anak-anak yang sedang belajar
menggambar.

Sementara langkah penelitian studi kasus adalah sebagai berikut:
Pemilihan kasus: dalam pemilihan kasus hendaknya dilakukan secara bertujuan
(purposive) dan bukan secara rambang. Kasus dapat dipilih oleh peneliti
dengan menjadikan objek orang, lingkungan, program, proses, dan masyarakat
atau unit sosial.Ukuran dan kompleksitas objek studi kasus haruslah masuk
akal, sehingga dapat diselesaikan dengan batas waktu dan sumber-sumber yang
tersedia.

Pengumpulan data: terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, tetapi
yang lebih dipakai dalarn penelitian kasus adalah observasi, wawancara, dan
analisis dokumentasi. Peneliti sebagai instrurnen penelitian, dapat
menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan
penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak.

Analisis data: setelah data terkumpul peneliti dapat mulai mengagregasi,
mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat
dikelola. Agregasi merupakan proses mengabstraksi hal-hal khusus menjadi
hal-hal umum guna menemukan pola umum data. Data dapat diorganisasi

secara kronologis, kategori atau dimasukkan ke dalam tipologi.Analisis data
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dilakukan sejak peneliti di lapangan, sewaktu pengumpulan data dan setelah
semua data terkumpul atau setelah selesai dan lapangan.

4. Perbaikan (refinement): meskipun semua data telah terkumpul, dalam
pendekatan studi kasus hendaknya dilakukan penyempurnaan atau penguatan
(reinforcement) data baru terhadap kategori yang telah ditemukan.
Pengumpulan data baru mengharuskan peneliti untuk kembali ke lapangan dan
barangkali harus membuat kategori baru, data baru tidak bisa dikelompokkan
ke dalam kategori yang sudah ada.

5. Penulisan laporan: laporan hendaknya ditulis secara komunikatif, mudah
dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan sosial secara jelas,
sehingga memudahkan pembaca untuk memahami seluruh informasi penting.
Laporan diharapkan dapat membawa pembaca ke dalam situasi kasus

kehidupan seseorang atau kelompok.

24. Kerangka Pemikiran

Pemerintah membentuk unit humas pemerintah dengan tugas dan fungsi
terkait penyebarluasan informasi pembangunan daerah, namun pada
perkembangannya, khususnya dengan terbitnya Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik, tugas dan fungsi inipun bertambah.

Kebutuhan masyarakat untuk dapat terlibat aktif dalam pembangunan
daerah mendorong kebutuhan terhadap akses data dan informasi yang akurat dan

terpercaya. Selain itu, kebutuhan masyarakat terhadap data dan informasi pun
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bergeser kepada kebutuhan akan tanggapan atau jawaban atas keluhan masyarakat
dan atas munculnya berita-berita negatif terkait pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat ini,
humas pemerintah menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,
hal ini terkait dengan struktur kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung
kemandirian, kebutuhan akan sumber daya manusia profesional, lalu terkait
kewenangan dan akses yang masih sangat terbatas terhadap data dan informasi yang
dibutuhkan.

Peneliti merumuskan tantangan yang dihadapi humas pemerintah ini
sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran humas pemerintah dalam
penyebarluasan informasi program pembangunan daerah, dalam upaya
mewujudkan tujuan institusi pemerintah terkait perwujudan citra postif institusi

pemerintah.



Gambar 2.1. Kerangka pemikiran.
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Rumusan Masalah: Bagaimana Mengoptimalkan Peran Humas Pemerintah
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